PUTUSAN
Nomeor 0010/Pdt.G/2017/PA. Tbh

paa il Gan i1 ) ey
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memerksa dan mengadill perkarm
tertenty  pada  tingkat pertama  dalam  persidangan  Hakim  Majelis telah
manjatuhkan putusan sebagal berikut datam perkara Ceral Gugat antara

umur 44 tahun, agama islam, pandidikan SMA,
pekenaan Ibu Rumah Tangge, tempat tinggal di Parit
Bandung Desa Pasar Kembang Kecamatan Keriteng
Kabupaten Indragin Hilir, sebagat “ Penggugat”,
melawan
, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerasn Petani, tempat tinggal Jalan SD 02 Darat Desa
Kotabaru  Seberida Kecamatan Kertang Kabupaten
Indragiti Hilir, sebagal " Tergugat”,
Pangaditan Agama tersebut |
Telah membaca dan mempelajsrn barkas perkars,
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriken bukti surat dan
sakai-saksl di parsidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Panggugat dengan surst gugatannya tertanggal 03 Januart 2017
yang telah terdaftar di Kepanteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor |
0010/Pat G2017/PA Thh, tanggal 04 Januard 2017 mengemukakan hal-hal
sebagal benkut
* 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istr (ba'da dukhul) yang
melangsungkan pemikahan pada har Senin tanggal 21 Maret 2018 M atau
bertepatan dengan 12.06-1437 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragin Milir Provinsi

Risu sesual Kutipan Akta Nikah Nomor | 132/30/1172016 dan ditandatangani

oleh KUA Kecamatan Kerting tertanggal 21 Maret 2016,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berempat
tinggal di Padt Bandung, Desa Pasar Kembang, Kecamatan Kerftang, Kab
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Indragirt Milir, Prov. Riau atau dirumabs milik orang tua Penggugat sampai
Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani mass-masa
pernikahan tersebut Penggugat dan belum dikarunial anak,

4. Bahwa sekiter bulan Agustus 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulsi terganggu dan tidak harmonis laglh dengan tenadinys
perselisihan dan pertangkaran terus menarus yang penyebabnys adalah |

a. Terguget sering pergl tanpa alasan yang jelas, bahkan sering pulang larut
malam sehingga membuat Penggugst merasa kesepian,

b Tergugst tdak membarikan nafkah lahir maupun bathin  kepada
FPanggugat,

¢ Tergugal tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat mengenal
masalah pengobatan untuk Tergugat,

S, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Panggugat dengan Tergugat
terjadl pads tanggal 8 September 2016, dimana penyebabnya adalah
Tergugat tidak pernal lagl menghargal Penggugat sebagal istri, sehinggs
Penggugat merasa tertekan, dan Tergugat pergl meninggalkan Penggugat
dan rumah kerumah kakak kandung Tergugst di Desa Kota Baru Seberida
sehingga sampai sekarang Inl telah berpisah tempat tinggal selama lebin
kurang 3.5 bulan dan selama parpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat
tidak pernah bertemu ngi dan Tergugat tidak meberikan nafkah lahir dan
bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluargs sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasi, hal tersebut disebabkan karens Tergugat
tidak barubah sifatnya;

« 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biays yang tmbul akibst
parkars n,
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugal mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,
agar segera memenksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan
putusan sebags berikut @
1. Manarima dan mengebulkan gugaten ceral Penggugat untuk seluruhnys;

Malgman 2 dar 11 hal. Putusan Nomor Q010 de GI2017/PA Thh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat
kepada  Penggugat dangan segala  akibat
hukumnya;

3. Memarintabkan Panitera Pengaditan Agama Tembilahan untuk mencatatian
putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk ity dan
menarbitkan Akta Cerainya:

4. Membebankan biaya parkara menurut hukum;

Alay

Jika Majells Hakim berpendapat lain, mohon kiranya membenkan putusan
yang seadil-adiinys (ex sequo ot bono),

Bahwa pada har persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
sendidl di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagal wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan
Nomor 0010/Pdt G/2017/PA Toh tanggal 16 Januar 2017 dan tanggal 24 Januan
2017 Tergugat telah dipanggl secara resmi dan  patut, sedangkan ldak
hadirannys tersebut tanpa alasan yang sah;

Babwa Majelis Hakim telah  berusaha mendamakan dengsn cara
menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat
sebagal suami isterd, namun tidak berhasi,

. Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di pemsidangan. maka mediasi
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat ditaksanakan, begitu juga
ketarangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan,

Bahwa pemaerksaan perkara inl dilanjutkan dengan membacakan sural
gugatan Panggugat yang isinya tetap dipedahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/30/1/2018, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertang, Kabupaten
Indragin Hilir, tanggal 21 Maret 2016 | lalu Majelis memeriksa bukti surst tersebut
dan mencocokkan dengan aslinyg temyata cocok, telah bermeteral cukup,
kemudian oleh Ketua Majelis diber tanda P

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat jugs mengajukan bukti saksi-saksi
sebagai bertkut .
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1. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MAN,
pokerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mandahara Hulu, RT.01. RW.01
Kecamatan Mandahara Hulu, Kabupaten Indragin Milir, di bawah sumpahnya
membernkan keterangan sebagnl berikut |

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik
Penggugat,

«  Bahwa Panggugst dengan Tergugat menikah pada tahun 2018 di KUA
Kecamatan Kerttang Kabupaten Indragir Hilir,

«  Bahwa Penggugst dengan Tergugat kumpul serumah setelah mentkah di
Part Bandung, Desa Pasar Kembang Keritang atay dirumah milik orang
tua Penggugoet sampal Penggugat dan Tergugat berpisah,

Bahwa rumah langga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan

harmonis sebagamana layaknyn suami istert namun belum dikarunial 2

orang:

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan

Agustus 2016 mulal sering teradi parselisihan dan partengkaran,

Bahwa perselisihan dan perengkaran Penggugat dengan Tergugat

disebsbkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin

kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi maninggalkan Penggugat,
.~ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendirl Penggugat dengan

Tergugat bartengkar,

Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugatl sudah

berpmah  tempat tinggal selama  kurang lebih 5 bulan, Tergugat

meninggalkan Penggugat,

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun

kombali, akan tetapi tidak berhasil;

2 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM,
pekeraan Tani, bertempat tinggal di Desa Mandahara Hulu, RT 01, Rw.1
Kecamatan Mandahara Hulu, Kabupasten Indragirt Hilir, di bawah sumpahnya
membaerikan keterangan sebagai berkut |
«  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagal adik

Panggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di KUA
Kocamatan Keritang Kabupaten Indragia Milie,
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«  Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah di
Part Bandung, Desa Pasar Kembang Kertang atau dirumah milik orang
tua Penggugat sampal Penggugat dan Tergugat berpisah,

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugal semula rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya suami mteri namun belum dikarunial 2

orang;

« Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan
Agustus 2016 mulsl sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran  Penggugat dengan Tergugat

disebabkan Tergugat tdak mampu memberikan nafkah lahie dan batin

kepada Penggugat dan Tergugat sering pergl meninggalkan Penggugat;

« Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendin Panggugat dengan
Targugat bertengkar,

Bahwa hingga sekarang Ini antara Pengguget dengan Tergugat sudah

berpisah  tempat tinggal selama  kurang lebih 8§ bulan, Tergugat

meninggalkan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun

kembal, akan tetapi tidak barhasil

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan  mengajukan
sesunty apapun dalam perkara inl dan telah menyampaikan kesimpulannys yang
pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memaohon perkara ini
segera diputuskan,

Bahwa untuk memparsingkat uraian putusan inl, Majelis cukup menunjuk
hal ihwal sebagaimana telah dicatat datam Benta Acara,

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
. sebagaimana yang telah diuraikan tersabut di stas;

Manimbang, bahwa sesual pasal 145 RBg. jo pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor § Tahun 1975, Penggugat dan Terguget telah dipanggil secars
resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana
Panggugat secara in person talah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak
hadir dan tdak pula menyuruh omng lain sebagal wakil atau kuasanya tanpa
alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, Oleh
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karenanys Tergugat harus dinyatakan tidak hadic dan gugatan Penggugat dapat
diputus dengan verstek sesual ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adatah tentang
hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata
adalah akia autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adatan suami-
it yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2016, dengan demikian Penggugat
adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkars
ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana
dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986
yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, pasal 154 R Bg dan pasal 131 Kompitasi Hukum Islam serta Peraturan
Mahkamah Agung R Nomor 1 Tahun 2018, namun demikian Majelis MHakim
sudah berupays secirs maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun
kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,
maka pemernksaan perkara dilanjutkan dengan pembacasn sural  gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini
adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi parselisihan dan
pertangkaran yang disebabkan |

#. Tergugat senng pergl tanpa alesan yang jelas, bahkan serng pulang lanast
malam sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;

b. Tergugat tidak memberkan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat,

c. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Fenggugat mangenal masalah
pengobatan untuk Tergugit,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugal telah
mengajukan bukt surat ( P ) den 2 (dua) orang saks), terhadap bukti-bukti mana
Majels Hakim akan mempetimbangkan berkut ini,

Menimbang. bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebaga
condition sine quanon. telah dipartimbangkan lebih dahulu dalam perkars inl,
sohingga tidak perlu diulang lag!,
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Manimbang, bahwa buktt 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah
keluarga dan orang-omang vang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini
bahwa kedua saksi tersebut mengetahul keadaan rumah tangga Penggugat
dengan  Tergugat  karenanyn  kesoksian  saksiesaksi  lersebut  dapat
dipertimbangkan dan telah sesual dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1888 yang telah diubah untuk kedua kelinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang. bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa
keadasn rumah tanggs Penggugat dengan Tergugst sejak tahun 2012 telah
senng tenadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan Tergugat tdak
dapat membatikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat den Tergugat
meninggalkan Panggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan,

Monimbang, bahwa keterangan keduas saksi tersebul telah dibenkan
dibawah sumpahnys dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber
dart penglinatan dan atau pendengaran sendin, keterangan satu dengan fainnya
telat saling mendukung serta telah sesual dengan dalil-dall dan alasan pokok
pugatan Pengguget maka hal itu telah sesual dengan ketentuan Pasal 171 R Bg,
jo. Pasal 308 - 306 R Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah
rpemenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saks)-
saks! 0 quo telah dapat ditenima sebagai buktl yang cukup mendukung kebenaran
dali-daiit dan alasan gugatan Penggugat dalam perkar in;

Menimbang, bahwa dar gugatan Penggugat. yang didukung bukti P dan 2
(dum) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakta-fakta sebagal berikut |
«  Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamidstrt yang sah, mentkah

" padatanggal 21 Maret 2016 dan belum dikarunisl anak:

«  Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tedadi perselisihan dan
pertengkaran secars terus menarus yang disebabkan Tergugat tidek mampu
memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat
sering pergl meninggalkan Penggugat,

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugst hingga sekarang ini sudah
berpisah tampat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
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Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun
kembali sebagai suami-istri. akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakte-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalildalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukt
kebanarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
dipandang sampal pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit
untuk disatukan serta Hidak ada harapan akan hidup rukun lagl dalam membina
rumah tngge sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tabun 1974,

Menimbang, bahwa pecahnys rumah tanggs Penggugat dengan Tergugat
dapat dithat dad fakta di mana telah teradi pertengkaran dan persshsihan antara
Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (Scheiding
van tafel end bod) selama 5 bulan serta upays damal yang dilakukan oleh
Majelis Hakim selama pemariksaan parkars inl, tidak barhasil. Hal ini adalah
merupakan indikas) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk
disatukan sera tdak ada lagl harapan akan hidup rukun dalam membina rumah
tangga.,

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggupgat dengan
Tergugat telah sampai  pada kKondisi  pecah, maka dengan  tidak
mempertimbangkan lagl dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  untuk membentuk keluargs ateu rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa (pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau  keluarga yang sakinah,
penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum lslam),

Manimbang, babwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenc

" Allah SWT., akan tetapi mempenahankan perkawinan dengan kondisi tersebut
diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan pada
masiahat (kebatkan), diantaranya penderitann batin yang bekepanjangan bagi
kadua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didabulukan daripada
mengharap kebakan, sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalam kitab
AlAsbah Wan Nazhow, hal 62 yang berbunyi :

c}k..di wila e podke adiale o
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Artinya @ Menolak kemudharatan (keburukan) lebih dutamakan daripada mersih
kemasiahatan (kebaikan) |
Menimbang, bahwa selanjutoys  juga  Majelis  Makim  pedy  untuk
mangetengahkan dalil syar'i yang termaktub datam kitab Ghoyatul Marom yang
Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara inl yakni:

Al | eialill ale (Bl Lgan y 3 A g 11 A ) e ) Ol
Artinya . "Di wakitu ister selelah memuncik kebenciannya terhadap suarmi. o

saol itulah Makim diparkenankan menjatubken talaknya suam dengan
tolak satu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pedimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk berceral dengan
Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 19 huruf () Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 118 huruf
() Kompilasi Mukum Islam, oleh karena itu sesual ketentuan pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1686 yang telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maka oleh karenanys gugatan
Panggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesual ketentuan pasal 118
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum lslam talak yang dijatuhkan adalah Talak Satu
Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk
kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomar 50 Tahun 2000, Majels Hakim
memetintabkan  kepads  Panters  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
menginmkan salinan putusan ini kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama yang wilayahnya maeliputi tempat tinggal Panggugat dan Tergugat dan

" Kepada Pegawal Poncatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar  yang
disediakan untuk tu,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedus kalinya dengan Undang-undang
Nomor 80 Tahun 2008, maka semua biaya perkiara ini dibebankan kepada
Penggugat untuk membayarmya,
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Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan  perundang-
undangan yang beriaku serta dalil-dalil syar'i yang berkattan dengan perkara in.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstok;

3. Menjatuhkan talak satu ba'ln sughro  Tergugal

terhadap Panggugat

4, Memanntahkan  FPanitera  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
menginmkan salinan Putusan inl yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertang, Kabupaten Indragin

Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu:

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejurniah Rp 1 .016.000 - (satu juta enam belas nbu rupiah),

Demikian putusan inl dijatubkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pangadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 30 Januan 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 M, oleh kami YENI KURNIATI,
S.H.1 sebagai Hakim Ketun Majols serta RIKI DERMAWAN, § H.|. dan FATHUR
RIZQ! 8 M1, masing-masing sebagal Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu
jugs divcapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang
didampingl oleh  Hakim-hakim  Anggota  tersebut,  dengan  ISKANDAR
ZULKARNAINI, § Ag. sebagal Panitera Pengganti serta dihadin oleh Penggugat
tanpa hadimya Tergugat;

YENI KURNIATL, S 1.1,
Hakim Anggota,
4‘,”,“1”5 y
RIKI DERMAWAN, S M.1. FATHUR RIZQI, S.H.I.
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Panitera Pengganti,
g -
ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran;
Biaya Proses;

Rp.  30.000.-
Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan: Rp. 9825.000-
Biaya Redaksi; Rp. 5.000,-
Biaya Meterai, = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp 1.016.000 -
(satu juta enam belas ribu rupiah),

NH LN
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